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Abstrak 
Kesenjangan antar wilayah dan disparitas harga dapat terjadi di Indonesia karena  ngginya 
biaya transportasi. Kondisi ini mengindikasikan kebutuhan Indonesia terhadap peningkatan 
kualitas dan kapasitas sistem logis k dan infrastruktur pendukung konek vitas. Program tol 
laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo diharapkan akan mampu menekan biaya 
angkut dan mengurangi disparitas harga. Dalam tulisan ini berusaha memberikan dasar teori 
dan perspek f ekonomi atas dampak dan kebutuhan akan kebijakan tol laut yang diterapkan 
oleh pemerintah Indonesia. 
Kata kunci: kesenjangan, transportasi, tol laut 
 
Pendahuluan 
Masalah kesenjangan ekonomi, terutama 
dimensi kesenjangan antar wilayah di 
Indonesia, merupakan sebuah masalah 
klasik. Terlihat sangat jelas bahwa kawasan 
barat Indonesia (KBI) telah berkembang 
jauh lebih pesat daripada kawasan  mur 
Indonesia (KTI). Hal ini dapat kita ketahui 
lewat berbagai indikator, seper  misalnya 
disparitas harga yang digambarkan oleh 
indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan 
angka kebutuhan hidup layak (KHL), indeks 
Williamson, serta kontribusi masing-masing  
 
provinsi terhadap pembentukan produk 
domes k bruto (PDB) Indonesia. Kontribusi 
Pulau Jawa sebesar 58,14 persen sudah 
merupakan pertanda yang jelas bahwa 
hingga 2015, Pulau Jawa tetap berperan 
sebagai   k pusat pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Bandingkan dengan Papua dan 
Maluku yang secara bersama-sama hanya 
berkontribusi sebesar 2,53 persen terhadap 
pembentukan PDB Indonesia. Hal senada 
ditunjukkan oleh peta indeks kemahalan 
konstruksi yang menunjukkan pola spasial, 
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yaitu indeks yang lebih  nggi dimiliki oleh 
provinsi yang berada di daerah perbatasan 
maupun kawasan  mur Indonesia. 
 
Graﬁk 1. Angka Kebutuhan Hidup Layak 2015 




Gambar 1. Peta Indeks Kemahalan Konstruksi 2016 
Berdasarkan Provinsi. Sumber: BPS (2016)
 
Dalam mengatasi masalah ke mpangan ini, 
pemerintah telah menjalankan sistem 
otonomi daerah dan desentralisasi ﬁskal 
dalam rangka memeratakan kesejahteraan 
dan meningkatkan pelayanan bagi 
masyarakat di daerah. Kebijakan tersebut 
secara konkrit diterapkan dalam bentuk 
pemberlakuan Undang-Undang Otonomi 
Daerah (Otda), serta pengalokasian dana 
alokasi umum (DAU) dan dana alokasi 
khusus (DAK) untuk se ap provinsi 
berdasarkan formulasi yang sudah 
ditentukan. Namun demikian, kebijakan 
otonomi daerah dan desentralisasi ﬁskal 
nyatanya masih belum berdampak secara 
nyata terhadap pemerataan kesejahteraan. 
Indeks Williamson sepanjang 2010-2015 
 dak menunjukkan perubahan yang 
signiﬁkan pada skala nasional. 
 
Graﬁk 2. Indeks Williamson Indonesia. Sumber: 
Diolah dari BPS (2017)
 
Melihat kondisi ini, kita dapat 
menyimpulkan bahwa terdapat celah yang 
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Indonesia. Celah ini juga memecah 
Indonesia menjadi pasar-pasar yang 
terfragmentasi dan bukan sebuah pasar 
yang utuh. Fakta tersebut tercermin dari 
disparitas harga yang terjadi. Celah ini 
disebabkan oleh, salah satunya, buruknya 
sistem logis k Indonesia yang 
menyebabkan ineﬁsiensi dan 
melambungkan biaya angkut. Diku p dari 
berita Kompas.com, biaya angkut pe  
kemas dari Jakarta ke Jayapura yaitu 
sebesar US$1.800, lebih  nggi ke mbang 
biaya angkut dari Jakarta ke Ro  erdam 
yaitu sebesar US$1.500. 
Logis cs Performance Index  (LPI) yang dirilis 
oleh World Bank pada 2016 mencatat 
performa logis k Indonesia berada di 
urutan 63 dari 160 negara di dunia. Fakta 
menunjukkan bahwa sistem logis k 
Indonesia belum mampu bersaing dengan 
negara-negara ASEAN lainnya, seper  
Thailand (urutan 45) dan Malaysia (urutan 
32). Infrastruktur merupakan aspek 
terburuk dari enam aspek yang dinilai 
dalam indeks ini. Infrastruktur merupakan 
aspek logis k dengan nilai terbawah selama 
lima tahun terakhir. Hal ini  dak 
mengherankan. Diku p dari Indonesian 
Economic Quarterly Report yang dirilis oleh 
World Bank, selama ini Pemerintah 
Indonesia hanya mengalokasikan sebagian 
kecil investasinya untuk infrastruktur. 
Perkembangan ekonomi Indonesia  dak 
diiku  dengan perbaikan dan peningkatan 
kapasitas dan performa logis k untuk 
menyokong kegiatan ekonomi di masa 
mendatang.  
Disebutkan pula bahwa sistem logis k 
Indonesia yang buruk akan menimbulkan 
se daknya  ga dampak nega f. Pertama, 
disparitas harga untuk berbagai komoditas 
yang diperdagangkan dalam skala nasional. 
Sulitnya akses dan lamanya waktu tempuh 
pengiriman akan memperlambat respon 
pasar di daerah yang terpencil sehingga 
meredam dampak ﬂuktuasi harga yang 
terjadi di   k pusat ekonomi di Jawa dan 
Sumatra. Namun demikian, hal tersebut 
juga  dak berar  baik karena harga bisa 
saja konsisten, tapi dengan tren yang terus 
naik. Ollareaga (2016) bahkan berpendapat 
bahwa keterbukaan dagang dengan kondisi 
infrastruktur yang buruk dapat berdampak 
nega f terhadap PDB per-kapita Indonesia. 
Hal ini disebabkan oleh sulitnya melakukan 
alokasi ulang sumber daya ke sektor yang 
produk f. Kedua, integrasi ver kal antar 
daerah menjadi terhalang. Indonesia 
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merupakan negara dengan sumber daya 
alam yang berlimpah, akan tetapi sistem 
logis k yang buruk kemudian mendorong 
naik biaya perolehan bahan baku. Hal 
tersebutlah yang menyebabkan industri 
lebih suka mengimpor bahan bakunya 
dalam rangka menekan biaya. Ke ga, 
sistem logis k yang buruk akan 
menghalangi par sipasi Indonesia untuk 
berkompe si dalam global value chain 
(GVC). Indonesia Economic Quarterly 
mencatat bahwa negara-negara yang 
berpar sipasi dalam GVC telah menikma  
pertumbuhan pendapatan per-kapita 12 
persen lebih  nggi dari negara lainnya 
selama 1995-2008. Tidak berpar sipasi 
dalam GVC bisa berar  kesempatan emas 
yang hilang bagi Indonesia. 
Perbaikan sistem logis k dan peningkatan 
kapasitas serta kualitas infrastruktur 
merupakan kebutuhan mendesak bagi 
indonesia saat ini. Faktanya volume 
bongkar muat barang antar pulau dan antar 
negara dan pertumbuhan kapasitas armada 
kapal dagang Indonesia memiliki pola 
pertumbuhan yang bersifat eksponensial. 
Skayannis dan Skyrgiannis (2002) 
menyebutkan bahwa jaringan transportasi 
dan infrastruktur merupakan arteri dari 
perekonomian. Berdasarkan pengalaman 
empiris yang ditemukan di wilayah Balkan, 
mereka juga menyatakan bahwa langkah 
besar perlu diambil untuk mengejar 
keter nggalan di kedua hal tersebut untuk 
mens mulasi pertumbuhan. Hal ini 
mengindikasikan kebutuhan ekonomi 
Indonesia terhadap infrastruktur bukan 
cuma sekedar peningkatan kapasitas dan 
kualitas, tetapi pembangunan besar-
besaran untuk mengejar tempo 
pertumbuhan ekonomi nasional.  
 
Graﬁk 3. Pertumbuhan Kapasitas Armada dan 
Volume Bongkar Muat Indonesia 1980-2016. 
Sumber: Diolah dari BPS (2017) dan UNCTAD (2017)  
Kerangka Teori 
Transportasi memegang peranan pen ng 
dalam perekonomian. Namun begitu, Owen 
(1959) menyebutkan bahwa transportasi 
sendiri  dak dapat menciptakan 
pertumbuhan ekonomi. Transportasi hanya 
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merupakan katalis dari kegiatan ekonomi 
yang ada, yang pada dasarnya disebabkan 
oleh ketersediaan sumber daya. Ia juga 
menemukan bahwa sistem transportasi 
yang  dak memadai menjadi penyebab 
rendahnya pertumbuhan ekonomi di 
daerah-daerah ter nggal. Demikian 
mengapa investasi di bidang transportasi 
merupakan salah satu kebijakan pen ng 
yang perlu ditempuh pemerintah dalam 
 ap- ap perekonomian. Namun demikian, 
investasi di bidang transportasi  dak melulu 
akan menghasilkan dampak yang posi f. 
Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. 
Beberapa penyebabnya adalah investasi 
yang  dak terfokus, kesalahan desain dan 
minimnya pemeliharaan yang berdampak 
pada turunnya efek vitas, dan faktor 
kebijakan. Pertanyaan lain  mbul terkait 
hubungan kausalitas antara penyediaan 
infrastruktur dan sarana pendukung 
transportasi dengan kondisi perekonomian. 
Khadaroo dan Seetanah (2008) menemukan 
bahwa peningkatan investasi di bidang 
transportasi mempengaruhi pertumbuhan 
PDB secara posi f di Mauri us. Namun 
demikian, kausalitas terbalik  dak 
ditemukan dalam kasus tersebut. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa keputusan 
investasi di bidang transportasi  dak 
dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. 
Efek transportasi terhadap perekonomian 
disalurkan melalui, salah satunya, kegiatan 
perdagangan. Behar dan Venables (2010) 
menyatakan bahwa biaya transportasi 
merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi pola perdagangan, 
pemilihan moda angkutan barang, 
komposisi komoditas yang diperdagangkan 
hingga pola produksi. Tingginya biaya 
angkut akan berdampak nega f terhadap 
pihak-pihak yang terlibat dalam 
perdagangan. Korinek dan Sourdin (2010) 
menemukan bahwa peningkatan biaya 
angkut akan mempengaruhi arus 
perdagangan secara nega f untuk semua 
jenis produk, khususnya produk-produk 
yang dihasilkan negara berkembang. Dalam 
peneli annya, mereka secara spesiﬁk 
menemukan bahwa peningkatan biaya 
angkut sebesar 100 persen akan 
mengurangi nilai perdagangan komoditas 
pertanian sebesar 58-60 persen. 
Pembahasan 
Penger an tol laut yang ditekankan oleh 
Presiden Joko Widodo merupakan suatu 
konsep memperkuat jalur pelayaran yang 
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di  kberatkan pada Indonesia bagian  mur 
(Bappenas, 2015). Pada dasarnya, konsep 
tol laut ini menekankan keberadaan rute 
pelayaran, yang ru n dan terjadwal, yang 
menjangkau seluruh Indonesia. Seluruh 
Indonesia berar  melayani pula rute-rute 
yang  dak menguntungkan, salah satunya, 
rute menuju kawasan  mur Indonesia. Hal 
ini terkait dengan masalah backhaul
 
yang 
terjadi. Kapal yang mengangkut barang dari 
KBI ke KTI seringkali kembali dengan 
muatan kosong. Hal ini menyebabkan biaya 
pelayaran pulang pergi dibebankan kepada 
komoditas yang diangkut dalam pelayaran 
ke KTI.
 
Konsep tol laut ini
 
dituangkan secara 
konkrit dalam bentuk rencana jaringan yang 
bernama Pendulum Nusantara. Jaringan
 
Pendulum Nusantara ini pertama kali 
diperkenalkan oleh Pelindo pada 2012 
dengan melibatkan se daknya 24 
pelabuhan strategis, termasuk enam 
pelabuhan utama sebagai hub. Secara 
sederhana, rute ini bekerja sesuai dengan 
namanya. Kapal yang akan mengangkut 
barang direncanakan untuk mengangkut 
barang dari pelabuhan hub satu ke 
pelabuhan hub lainnya secara berurutan, 
mulai dari ujung barat hingga ke ujung 
 mur, dan kembali lagi melalui rute yang 
sama ke ujung barat. State of Logis cs 2015 
menyatakan bahwa konsep Pendulum 
Nusantara ini 44,5 persen lebih efek f dari 
jaringan rute yang sudah ada sebelumnya. 
 
 
Gambar 2. Konsep Jaringan Pendulum Nusantara. 
Sumber: Bappenas (2015)
 
Selama penerapannya sejak 2015, konsep 
tol laut diklaim telah berhasil menurunkan 
biaya angkut, ditambah lagi dengan adanya 
subsidi dari pemerintah. Saat ini, Pelni 
melayani enam trayek tol laut dengan  ga 
pelabuhan keberangkatan utama, yaitu 
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 
Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan 
Pelabuhan Makassar. Mengu p Kompas 
Cetak Edisi 10 Mei 2017, biaya angkutan 
dengan menggunakan tol laut lebih rendah 
15-20 persen ke mbang kapal swasta. 
Namun demikian, harga-harga komoditas 
yang diperdagangkan  dak serta merta 
turun. Kompas menemukan indikasi 
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terjadinya kecurangan oleh pedagang di 
Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.  
Sejak awal operasi rute tol laut, 
peningkatan volume bongkar muat barang 
hanya terlihat di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya. Volume bongkar muat di 
Pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar 
terpantau turun. Hal tersebut disimpulkan 
lewat analisis data bongkar muat bulanan di 
masing-masing pelabuhan sejak Januari 
2006 hingga April 2017. Data dianalisis 
menggunakan metode regresi OLS 
sederhana dengan mengontrol variabel 
dummy tol laut dan variabel waktu. 
Variabel dummy tol laut bernilai satu sejak 
awal operasinya, yaitu pada Februari 2015 
hingga akhir periode observasi. Dengan 
melihat hasil,
 
dapat dikatakan bahwa 
program tol laut dan subsidi biaya angkutan 
yang ada saat ini belum mampu mendorong 
penggunaan transportasi laut untuk 
angkutan barang.
 
Hal tersebut berar  
inisia f pemerintah tersebut belum akan 
memperoleh dampak yang maksimal
 
terhadap kegiatan perdagangan dan 
perekonomian Indonesia secara 
menyeluruh.
 



















R-Square 0.4307 0.6601 0.4620 
*=Signiﬁkan pada  ngkat 10%; **=Signiﬁkan pada 
 ngkat 5%; ***=Signiﬁkan pada  ngkat 1%   
Sumber: Diolah dari BPS (2017) 
Peran lanjutan pemerintah diperlukan 
untuk dapat mendorong kegiatan angkutan 
lewat laut. Peningkatan ak vitas 
perdagangan yang menggunakan angkutan 
laut dapat memberikan efek berlipat bagi 
industri logis k berbasis mari m. Selain 
akan meningkatkan pendapatan 
perusahaan pelayaran, peningkatan 
ak vitas dan loadfactor juga akan 
mendorong eﬁsiensi operasi yang pada 





Ke mpangan antar wilayah yang terjadi 
antara kawasan barat dan  mur Indonesia, 
serta disparitas harga yang mencolok 
mengindikasikan adanya celah yang 
membagi Indonesia menjadi dua pasar yang 
terpisah. Biaya transportasi  nggi yang 
terbentuk dari ineﬁsiensi dan buruknya 
kualitas sistem logis k berkontribusi besar 
terhadap pembentukan celah ini.
 
Perombakan sistem logis k dan 
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pembangunan infrastruktur pendukung 
transportasi merupakan kebutuhan 
mendesak bagi Indonesia untuk dapat 
mendorong pertumbuhan dan merupakan 
modal pen ng untuk dapat berkompe si di 
kancah perdagangan global.  
Teori ekonomi melihat pen ngnya peran 
transportasi beserta infrastruktur 
pendukungnya dalam mendorong 
pertumbuhan. Buruknya sistem 
transportasi dan logis k menjadi alasan 
bagi berbagai dampak buruk yang dialami 
perekonomian suatu negara, mulai dari 
 ngginya biaya angkutan, berkurangnya 
volume perdagangan, hingga terhambatnya 
pertumbuhan ekonomi. Dampak posi f 
investasi di bidang transportasi terhadap 
pertumbuhan PDB juga telah berhasil 
dibuk kan. 
 
Konsep tol laut Presiden Joko Widodo 
berusaha untuk membenahi performa 
logis k dan menekan disparitas harga yang 
terjadi di Indonesia. Pemerintah telah 
mengklaim bahwa program ini telah 
berhasil menekan biaya angkut, dan begitu 
pula dengan disparitas harga. Namun 
demikian, masalah yang ditemukan dalam 
penerapannya adalah kolusi antar 
pedagang di daerah dan minimnya kegiatan 
perdagangan dan angkutan yang 
memanfaatkan fasilitas tol laut tersebut. 
Kontrol pemerintah terhadap pedagang di 
daerah yang telah menggunakan fasilitas tol 
laut sangat diperlukan. Selain itu, 
pemerintah juga memainkan peran pen ng 
untuk menghidupkan kembali ak vitas 
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